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ABSTRAK 

Perempuan mengelola atau memiliki sekitar 64,5% dari 65,5 juta UMKM di Indonesia, tetapi 

regulasi UMKM yang netral gender berpotensi menimbulkan diskriminasi tidak langsung, 

khususnya dalam persyaratan agunan dan administrasi pembiayaan. Penelitian ini menganalisis 

perlindungan hukum, hambatan akses ekonomi, dan penguatan perlindungan bagi perempuan pelaku 

UMKM. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, 

analitis, dan kasus terbatas. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen, 

didukung wawancara terbatas, lalu dianalisis secara deduktif melalui interpretasi hukum dengan 

Teori Negara Hukum Pancasila, Perlindungan Hukum, Feminist Legal Theory, dan Keadilan Rawls. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah memiliki fondasi konstitusional dan 

sektoral, tetapi belum responsif terhadap hambatan struktural perempuan. Penguatan diperlukan 

melalui norma afirmatif, pembiayaan berbasis kelayakan usaha, penjaminan, legalitas, pelatihan, 

pendampingan, pengaduan, dan pemulihan dengan indikator Akses, Partisipasi, Kontrol, dan 

Manfaat. Pemerintah perlu membangun regulasi responsif gender, layanan terpadu, dan pengawasan 

berbasis dampak. 

 

Kata kunci: Perlindungan Hukum; UMKM Perempuan; Kesetaraan Gender; Kemandirian 

Ekonomi; Akses Pembiayaan; Kebijakan Afirmatif. 

 

ABSTRACT 

Women manage or own approximately 64.5% of Indonesia’s 65.5 million micro, small, and medium 

enterprises (MSMEs). However, gender-neutral MSME regulations may produce indirect 
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discrimination, particularly regarding collateral and financing administration requirements. This 

study analyzes legal protection, barriers to economic access, and the strengthening of protection 

for women MSME entrepreneurs. This normative legal research employs statutory, conceptual, 

analytical, and limited case-study approaches. Legal materials were collected through library and 

documentary research, supported by limited interviews, and analyzed deductively through legal 

interpretation using the Pancasila Rule of Law Theory, Legal Protection Theory, Feminist Legal 

Theory, and Rawls’s Theory of Justice. The findings show that legal protection has constitutional 

and sectoral foundations but remains insufficiently responsive to women’s structural barriers. 

Strengthening requires affirmative norms, financing based on business viability, guarantees, 

legality, training, mentoring, complaint mechanisms, and remedies, measured through Access, 

Participation, Control, and Benefits indicators. The government needs to develop gender-responsive 

regulations, integrated services, and impact-based supervision. 

 

Keywords: Legal Protection; Women MSME Actors; Gender Equality; Economic Independence; 

Access to Financing; Affirmative Policy. 

 

RINGKESAN 

Awéwé ngokolakeun atawa ngagaduhan kira-kira 64,5% tina 65,5 juta usaha mikro, leutik, 

jeung menengah (UMKM) di Indonesia. Sanajan kitu, régulasi UMKM anu nétral gender bisa 

ngabalukarkeun diskriminasi teu langsung, utamana dina sarat jaminan jeung administrasi 

pembiayaan. Panalungtikan ieu ngabahas perlindungan hukum, halangan aksés ékonomi, sarta 

panguatkeun perlindungan pikeun awéwé palaku UMKM. Panalungtikan ieu ngagunakeun métode 

yuridis normatif kalawan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, jeung studi kasus 

anu kawates. Bahan hukum dikumpulkeun ngaliwatan studi pustaka jeung dokumén, ditulungan ku 

wawancara anu kawates, lajeng dianalisis sacara deduktif ngaliwatan interpretasi hukum kalawan 

ngagunakeun Téori Negara Hukum Pancasila, Téori Perlindungan Hukum, Feminist Legal Theory, 

jeung Téori Keadilan Rawls. Hasil panalungtihan nunjukkeun yén perlindungan hukum geus miboga 

dasar konstitusional jeung séktoral, tapi can réponsif kana halangan struktural anu dialaman awéwé. 

Panguatkeunna perlu ngaliwatan norma afirmatif, pembiayaan dumasar kelayakan usaha, jaminan, 

legalitas, palatihan, pendampingan, mékanisme pangaduan, jeung pamulihan anu diukur ngaliwatan 

indikator Aksés, Partisipasi, Kontrol, jeung Manfaat. Pamaréntah perlu ngawangun régulasi 

responsif gender, layanan terpadu, jeung pangawasan dumasar dampak. 

Kecap Konci: Panyalindungan Hukum; UMKM Awéwé; Kasaruaan Gender; Kamandirian 

Ékonomi; Aksés Pembiayaan; Kawijakan Afirmatif. 

 

PENDAHULUAN 

 
Indonesia sebagai negara hukum Pancasila menjamin kesetaraan setiap warga negara 

di hadapan hukum, termasuk perempuan pelaku UMKM. Jaminan tersebut bersumber dari 

Sila Kedua Pancasila, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 

1945, serta ratifikasi ILO Convention No. 111 dan CEDAW yang mewajibkan negara 

menghapus diskriminasi perempuan dalam bidang ekonomi. UMKM merupakan pilar 

ekonomi nasional, dan perempuan memegang peran strategis karena mengelola sekitar 

64,5% dari 65,5 juta UMKM dengan kontribusi 9,1% terhadap PDB. Namun, regulasi 

UMKM seperti UU No. 20 Tahun 2008, UU Cipta Kerja, PP No. 7 Tahun 2021, dan PP 

No. 47 Tahun 2024 masih bersifat netral-gender sehingga belum memperhitungkan 

hambatan struktural perempuan, seperti keterbatasan jaminan, rekam jejak keuangan 
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formal, dan status “Ibu Rumah Tangga” pada KTP. Kondisi tersebut menimbulkan 

diskriminasi tidak langsung dalam akses pembiayaan dan memperlemah posisi hukum 

perempuan pelaku usaha. Terjadi kesenjangan antara das sollen, yaitu jaminan 

konstitusional dan CEDAW, dengan das sein, yaitu praktik pembiayaan yang belum 

responsif gender. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui kebijakan 

afirmatif yang responsif gender, mencakup perlindungan preventif dan represif bagi pelaku 

UMKM perempuan. Penelitian ini berjudul “Penguatan Perlindungan Hukum bagi Pelaku 

UMKM Perempuan dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Kesetaraan 

Gender di Indonesia.” Kebaruannya terletak pada rekonstruksi norma pembiayaan 

perbankan dan perizinan UMKM secara nasional dengan mengintegrasikan Teori Negara 

Hukum Pancasila, Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, Feminist Legal Theory, 

dan Teori Keadilan John Rawls. 

 
Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM Perempuan 

dalam memperoleh akses dan kesempatan ekonomi berdasarkan prinsip 

kesetaraan gender di Indonesia? 

2. Bagaimana hambatan hukum dalam pemenuhan akses pembiayaan dan 

pengembangan usaha bagi pelaku UMKM Perempuan dalam mewujudkan 

kemandirian ekonomi berbasis kesetaraan gender? 

3. Bagaimana konstruksi penguatan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM 

Perempuan yang berkeadilan dan responsive gender dalam sistem hukum 

Ekonomi Indonesia? 

 

Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan perlindungan hukum bagi 

pelaku UMKM perempuan dalam memperoleh akses dan kesempatan 

ekonomi berdasarkan prinsip kesetaraan gender di Indonesia; 

2. Untuk menganalisis dan mengkaji hambatan hukum dalam pemenuhan akses 

pembiayaan dan pengembangan usaha bagi pelaku UMKM perempuan dalam 

mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis kesetaraan gender; 

3. Untuk menganalisis dan mengkaji konstruksi penguatan perlindungan hukum 

bagi pelaku UMKM perempuan yang berkeadilan dan responsif gender dalam 

sistem hukum ekonomi Indonesia. 

 

Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Kegunaan Teoretis  

Penelitian Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian Hukum 

Perlindungan dan Hukum Ekonomi Nasional mengenai perlindungan hukum bagi pelaku 

UMKM perempuan dalam perspektif kesetaraan gender. Melalui analisis ontologis, 

epistemologis, dan aksiologis, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual 

integrasi prinsip kesetaraan gender ke dalam regulasi UMKM serta memperkuat teori 

perlindungan hukum yang responsif terhadap ketidaksetaraan struktural yang dialami 

perempuan pelaku usaha. 

2. Kegunaan Praktis  
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Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pembentuk undang-undang dan 

pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan regulasi UMKM dan 

pembiayaan agar responsif gender. Hasilnya juga menjadi acuan bagi OJK serta 

lembaga keuangan dalam menghapus hambatan administratif dan ketimpangan akses 

pembiayaan, bagi lembaga pendamping dan organisasi perempuan dalam melakukan 

pendampingan serta advokasi kebijakan, dan bagi pelaku UMKM perempuan sebagai 

bahan literasi hukum untuk memahami hak serta memperkuat kemandirian usahanya. 
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II. KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka Pemikiran 
 Indonesia menganut Negara Hukum Pancasila, yang menempatkan Pancasila 

sebagai norma fundamental negara dan cita hukum dalam pembentukan serta penegakan 

hukum nasional. Berbeda dengan negara hukum formal yang hanya menekankan 

kesetaraan di hadapan hukum, Negara Hukum Pancasila menuntut kesetaraan substantif 

(substantive equality), yaitu kewajiban negara untuk mengoreksi ketimpangan struktural 

dan melindungi kelompok rentan, termasuk perempuan pelaku UMKM. Prinsip tersebut 

diperkuat oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat 

(1) UUD 1945, serta ratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984. 

Secara empiris, perempuan mengelola sekitar 64,5% dari 65,5 juta UMKM 

Indonesia dan menyumbang 9,1% terhadap PDB, sehingga merupakan aktor strategis 

pembangunan ekonomi. Namun, regulasi UMKM dan pembiayaan perbankan masih 

dirancang secara netral-gender. Norma yang netral tersebut justru melahirkan diskriminasi 

tidak langsung karena tidak memperhitungkan keterbatasan kepemilikan aset, bias status 

“Ibu Rumah Tangga” pada KTP, beban ganda domestik, dan posisi tawar perempuan yang 

lebih lemah. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara das sollen berupa cita keadilan 

konstitusional dan kesetaraan gender dengan das sein berupa praktik pembiayaan yang 

masih eksklusif. 

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan 

Hukum Philipus M. Hadjon sebagai kerangka menengah. Teori ini menegaskan kewajiban 

negara melindungi hak warga negara melalui dua dimensi, yaitu perlindungan preventif 

dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang 

mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan kebijakan afirmatif, termasuk 

penghapusan bias administratif KTP serta penilaian pembiayaan berbasis kapasitas usaha 

riil. Sementara itu, perlindungan represif menuntut ketersediaan mekanisme pengaduan, 

bantuan hukum, dan penyelesaian sengketa yang sensitif gender untuk memulihkan hak 

perempuan yang mengalami diskriminasi pembiayaan. 

Pada tingkat teori aplikatif, penelitian ini menggunakan Feminist Legal Theory dan 

Teori Keadilan John Rawls. Feminist Legal Theory digunakan untuk mengkritik asumsi 

netralitas hukum yang pada praktiknya mengadopsi standar laki-laki sebagai ukuran 

universal, sehingga mengeksklusi perempuan dari akses pembiayaan formal. Teori ini 

mendorong transformasi hukum dari netral-gender menjadi responsif gender. Adapun 

Teori Keadilan Rawls, khususnya fair equality of opportunity dan difference principle, 

memberikan legitimasi bagi kebijakan afirmatif bagi perempuan sebagai kelompok yang 

kurang beruntung secara struktural. Perlakuan khusus tersebut bukan bentuk diskriminasi, 

melainkan instrumen korektif untuk meratakan garis awal dan mewujudkan kemandirian 

ekonomi perempuan pelaku UMKM di Indonesia. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 
 Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sifat deskriptif-

analitis dan preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-

undangan, konseptual, analitis, dan kasus secara terbatas untuk mengkaji regulasi UMKM 

serta pembiayaan perbankan, mengidentifikasi hambatan struktural bagi pelaku UMKM 

perempuan, dan merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum yang responsif gender. 

Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen hukum primer, sekunder, serta 

tersier, didukung wawancara terbatas kepada regulator, organisasi pendamping, dan pelaku 

UMKM perempuan. Alat yang digunakan meliputi matriks pemetaan norma, kartu catatan 

dengan pengkodean tematik, pedoman wawancara terstruktur, serta catatan lapangan. 
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Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif melalui interpretasi hukum, penalaran silogistis, 

pengujian teori berjenjang, dan perumusan preskripsi kebijakan afirmatif. Lokasi penelitian 

meliputi perpustakaan Universitas Pasundan dan Perpustakaan Nasional RI, serta OJK, 

Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat, dan organisasi pendamping UMKM perempuan. 

 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM 

PEREMPUAN DALAM MEMPEROLEH AKSES DAN KESEMPATAN 

EKONOMI BERDASARKAN PRINSIP KESETARAAN GENDER DI 

INDONESIA 

Indonesia telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1984 yang secara tegas melarang diskriminasi di bidang ekonomi, realitas yuridis 

sosiologis menunjukkan bahwa ketiadaan diskriminasi formal (de jure) tidak serta 

merta menghapus diskriminasi substantif (de facto) yang dialami perempuan akibat 

beban ganda domestik dan publik. 

Kerentanan ganda atau double burden yang dialami oleh pelaku UMKM 

perempuan menjadi justifikasi utama perlunya intervensi hukum yang bersifat 

afirmatif dan sensitif gender. Dalam perspektif hukum progresif, keadilan tidak dapat 

dicapai hanya dengan memberikan perlakuan yang sama rata kepada semua subjek 

hukum, melainkan harus memperhatikan ketimpangan titik awal (starting point) yang 

dihadapi oleh kelompok rentan. 

Landasan perlindungan hukum bagi UMKM perempuan di Indonesia dibangun 

di atas hierarki peraturan perundang-undangan yang kokoh, dimulai dari konstitusi 

hingga peraturan teknis. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D 

ayat (1) menjadi norma dasar (grundnorm) yang menjamin hak atas pekerjaan, 

penghidupan yang layak, serta kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi. 

Komitmen konstitusional ini dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang secara eksplisit 

mengakui perlunya pemberdayaan khusus bagi usaha mikro yang sering kali digeluti 

oleh perempuan. 

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

beserta peraturan turunannya telah menyederhanakan ekosistem regulasi untuk 

memudahkan perizinan berusaha, yang secara signifikan mengurangi hambatan 

birokrasi yang selama ini menjadi kendala bagi pelaku usaha perempuan yang 

memiliki literasi hukum terbatas. 

Di tingkat kebijakan teknis, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) mewajibkan seluruh kementerian 

dan lembaga untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahap 

pembangunan, termasuk dalam alokasi anggaran dan program pemberdayaan UMKM, 

sehingga memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak buta gender. 

Prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) harus menjadi 

parameter dalam mengevaluasi setiap kebijakan publik untuk memastikan bahwa 

perlindungan hukum bagi UMKM perempuan tidak hanya bersifat simbolis, 

melainkan benar-benar memberdayakan dan memberikan keadilan ekonomi yang 

substantif. 

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah berfungsi sebagai lex specialis atau hukum khusus yang menjadi payung 
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utama, yang secara eksplisit mengakui urgensi pemberdayaan UMKM sebagai pilar 

ekonomi nasional, di mana pemberdayaan pelaku usaha perempuan menjadi bagian 

inheren yang tidak terpisahkan dari mandat undang-undang ini. Regulasi ini kemudian 

mengalami dinamisasi dan penguatan signifikan melalui integrasinya dalam kerangka 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merepresentasikan 

pergeseran paradigma hukum dari pendekatan yang bersifat restriktif-birokratis 

menuju pendekatan yang fasilitatif-inklusif, yang secara langsung merespons 

hambatan struktural berupa rumitnya perizinan yang selama ini menjadi barier masuk 

(entry barrier) utama bagi perempuan pelaku usaha. 

Sinergi antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menciptakan landasan yuridis yang kuat 

bagi perlindungan hukum UMKM perempuan melalui penyederhanaan regulasi dan 

peningkatan kepastian berusaha. Dalam perspektif hukum administrasi, kompleksitas 

birokrasi perizinan seringkali berbanding lurus dengan tingginya potensi praktik 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang secara tidak proporsional membebani 

pelaku usaha kecil, khususnya perempuan yang mungkin memiliki keterbatasan 

literasi hukum dan akses terhadap jaringan birokrasi.  

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 

(Gender Mainstreaming) memegang peranan vital sebagai instrumen hukum 

administrasi yang mengikat seluruh aparatur negara untuk mengintegrasikan 

perspektif gender dalam setiap siklus kebijakan publik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021, yang menghimpun tiga lembaga 

keuangan negara yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Pegadaian, dan 

Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri). Pembentukan holding ini merupakan sebuah 

rekayasa kelembagaan (institutional engineering) yang bertujuan untuk menciptakan 

sinergi layanan keuangan yang terintegrasi, mulai dari pembiayaan, penjaminan, 

hingga layanan perbankan, khusus untuk segmen usaha ultra mikro yang sebelumnya 

dianggap unbankable oleh sistem perbankan konvensional. 

Peran Bank Indonesia (BI) dalam perlindungan hukum ekonomi perempuan 

diimplementasikan melalui regulasi makroprudensial yang mewajibkan dan 

mendorong perbankan untuk meningkatkan porsi pembiayaan inklusif dan 

pembiayaan syariah bagi segmen perempuan. Regulasi BI ini bersifat mengikat 

(binding) bagi industri perbankan, sehingga kewajiban untuk melayani segmen 

perempuan bukan lagi sekadar tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), melainkan 

kewajiban regulasi (regulatory compliance) yang harus dipenuhi oleh bank. 

 

B. KONSTRUKSI YURIDIS PARADIGMA PEMIDANAAN 

BERDASARKAN KUHAP LAMA DAN KUHAP NASIONAL  

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah telah mengakui hak pelaku usaha atas pembinaan dan perlindungan, 

implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada tembok tebal persyaratan 

agunan, bias gender dalam penilaian kredit, dan hambatan struktural yang membatasi 

ruang gerak perempuan. Dalam perspektif hukum kritis, hambatan-hambatan ini 

bukan sekadar rintangan ekonomi, melainkan bentuk diskriminasi tidak langsung 

(indirect discrimination) yang dihasilkan oleh norma hukum yang tampak netral 

namun secara praktis memarginalkan perempuan karena ketiadaan aset produktif atas 

nama mereka dan beban ganda domestik yang membatasi partisipasi penuh dalam 

ekonomi.  
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 Dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan kewajiban negara dalam 

CEDAW, kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban 

substantif untuk menghilangkan hambatan struktural yang menghambat akses 

perempuan terhadap kredit dan sumber daya keuangan. Meskipun telah ada skema 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program pembiayaan tanpa agunan seperti PNM 

Mekaar, cakupan dan skalanya masih belum memadai dibandingkan dengan besarnya 

kebutuhan, sehingga sebagian besar perempuan pelaku UMKM tetap terjebak dalam 

financial exclusion atau pengucilan keuangan. Hambatan hukum ini diperparah oleh 

birokrasi yang berbelit-belit dalam proses pengajuan pembiayaan, yang menghambat 

pengembangan usaha dan membatasi akses UMKM terhadap fasilitas pembiayaan 

pemerintah. Kompleksitas administratif ini menjadi barier tambahan bagi perempuan 

yang seringkali memiliki literasi hukum dan keuangan yang terbatas akibat akses 

pendidikan yang tidak setara.  

 Selain akses pembiayaan, pelaku UMKM perempuan menghadapi hambatan 

struktural yang signifikan dalam pengembangan usaha dan akses pasar yang adil. 

Hambatan struktural ini mencerminkan kegagalan hukum untuk menyediakan 

ekosistem yang benar-benar mendukung kemandirian ekonomi perempuan. Undang-

Undang UMKM belum melakukan pengaturan khusus yang memadai untuk akses 

permodalan dan pasar bagi perempuan usaha kecil, sehingga perlindungan hukum 

yang ada bersifat umum dan tidak menyentuh akar permasalahan gender. Kebijakan 

yang belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti 

akses pembiayaan yang terbatas dan pelatihan kewirausahaan yang belum menjangkau 

seluruh perempuan pelaku UMKM, menjadi hambatan dalam mengoptimalkan 

pemberdayaan perempuan dalam sektor ini. Lemahnya kompetensi digitalisasi juga 

menjadi tantangan serius, di mana banyak UMKM perempuan belum optimal 

memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan penjualan akibat kesenjangan 

akses infrastruktur, perangkat, dan literasi digital. 

 Dalam perspektif hak asasi manusia, hambatan pembiayaan dan 

pengembangan usaha yang dialami perempuan pelaku UMKM tidak boleh dipandang 

semata-mata sebagai risiko bisnis individual. CEDAW, yang telah diratifikasi 

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tidak hanya melarang 

diskriminasi yang dilakukan secara terbuka melalui aturan yang membedakan laki-

laki dan perempuan. Konvensi ini menuntut negara menghapus diskriminasi dalam 

akibat atau dampaknya. Dalam bidang ekonomi, prinsip tersebut relevan bagi akses 

perempuan terhadap kredit, pembiayaan, aset, kesempatan berusaha, dan 

keikutsertaan dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, negara tidak cukup 

berkata bahwa bank atau program pembiayaan telah membuka formulir yang sama 

bagi seluruh warga negara. Negara juga wajib menilai apakah syarat-syarat itu secara 

nyata dapat dipenuhi oleh perempuan, khususnya perempuan prasejahtera dan pelaku 

usaha ultra mikro yang tidak memiliki tanah, bangunan, kendaraan, atau aset bernilai 

yang terdaftar atas namanya. 

 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 16 Tahun 2010 secara eksplisit mencatat bahwa UU UMKM mewajibkan 

pemerintah menyusun kebijakan yang memudahkan perolehan pendanaan secara 

cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan. Peraturan tersebut juga 

mengakui adanya kesenjangan gender yang menyebabkan ketidakadilan dalam akses, 

partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan di bidang koperasi dan UMKM. 
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Permen PPPA Nomor 16 Tahun 2010 sudah menempatkan monitoring dan evaluasi 

sebagai bagian penting dari perencanaan dan penganggaran responsif gender. Evaluasi 

tidak hanya diarahkan pada pelaksanaan program, tetapi juga penggunaan anggaran, 

ketepatan sasaran, dan pencapaian target kinerja. 

 Kemandirian ekonomi berbasis kesetaraan gender terwujud apabila 

perempuan tidak hanya tercatat sebagai penerima kredit, peserta pelatihan, atau pelaku 

promosi produk lokal. Mereka harus dapat memperoleh pembiayaan yang layak, 

menentukan penggunaan sumber daya ekonomi, meningkatkan kapasitas usaha, 

memasuki pasar yang lebih luas, terlindungi dalam transaksi digital dan keuangan, 

serta menerima manfaat usaha secara adil. Reformasi hukum yang menyatukan 

pembiayaan inklusif, penguatan kapasitas, perluasan pasar, data terpilah gender, 

harmonisasi pusat-daerah, dan evaluasi berbasis APKM merupakan jalan sistematis 

untuk mengubah pemberdayaan perempuan dari program bantuan menjadi jaminan 

atas hak ekonomi yang efektif. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  
 Pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM perempuan di Indonesia 

pada dasarnya telah memiliki fondasi konstitusional dan sektoral yang cukup kuat, antara 

lain melalui prinsip persamaan di hadapan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak, ratifikasi CEDAW, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, 

kebijakan kemudahan berusaha, serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kerangka normatif tersebut 

memperlihatkan bahwa negara telah mengakui UMKM sebagai pilar demokrasi ekonomi 

dan perempuan sebagai pihak yang berhak memperoleh kesempatan ekonomi secara setara. 

Namun, pengaturan yang ada masih dominan bersifat umum dan belum sepenuhnya 

merumuskan perlindungan khusus yang mampu menjawab hambatan struktural 

perempuan, seperti keterbatasan kepemilikan aset, beban kerja domestik dan pengasuhan, 

keterbatasan mobilitas, akses informasi yang tidak setara, rendahnya literasi hukum dan 

digital, serta lemahnya posisi tawar dalam hubungan usaha. Dengan demikian, persoalan 

pokoknya bukan semata-mata ketiadaan regulasi, melainkan kesenjangan antara 

perlindungan hukum formal dan perlindungan hukum substantif. Perlindungan yang 

berkeadilan gender harus dimaknai bukan hanya sebagai perlakuan yang sama secara 

prosedural, tetapi sebagai penghapusan hambatan nyata agar perempuan dapat mengakses 

modal, legalitas, teknologi, pelatihan, pasar, dan perlindungan sosial secara efektif. 

 Hambatan hukum dalam pemenuhan akses pembiayaan dan pengembangan usaha 

bagi UMKM perempuan terutama bersumber dari desain kebijakan dan praktik 

kelembagaan yang tampak netral, tetapi dalam pelaksanaannya menciptakan diskriminasi 

tidak langsung. Persyaratan agunan formal, riwayat kredit, legalitas usaha, dokumen 

administrasi, prosedur pengajuan yang kompleks, serta penilaian kelayakan pembiayaan 

yang terlalu menitikberatkan pada kepemilikan aset telah membatasi perempuan yang 

menjalankan usaha produktif tetapi tidak memiliki aset atas nama pribadi. Hambatan 

tersebut diperberat oleh beban ganda domestik, keterbatasan waktu dan mobilitas, 

lemahnya akses terhadap mentor serta jejaring bisnis, keterbatasan pendampingan 

pascapelatihan, ketimpangan digital, dan minimnya perlindungan dalam transaksi 

pembiayaan maupun perdagangan digital. Program KUR, pembiayaan ultra mikro, serta 

skema pembiayaan tanpa agunan merupakan langkah positif, tetapi efektivitasnya belum 
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dapat hanya diukur dari jumlah kredit yang disalurkan atau jumlah perempuan penerima 

manfaat. Keberhasilan harus diukur berdasarkan kemampuan perempuan mengendalikan 

penggunaan modal, mengembangkan usaha, mengakses pasar, terlindungi dari praktik 

pembiayaan eksploitatif, serta menikmati keuntungan usaha secara mandiri. Oleh karena 

itu, kemandirian ekonomi perempuan tidak dapat dicapai hanya dengan kredit, melainkan 

memerlukan ekosistem yang memadukan pembiayaan, penjaminan, legalitas, pelatihan, 

pendampingan, perlindungan sosial, keamanan digital, dan akses pasar. 

 Konstruksi penguatan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM perempuan yang 

berkeadilan dan responsif gender harus dibangun sebagai sistem hukum ekonomi yang 

terpadu, bukan sebagai kumpulan program bantuan yang berjalan sendiri-sendiri. 

Perempuan perlu ditempatkan sebagai pemegang hak ekonomi yang mempunyai 

kewenangan untuk mengakses, menggunakan, mengendalikan, dan menikmati hasil dari 

modal, aset, usaha, teknologi, dan pasar. Konstruksi tersebut menuntut adanya norma 

afirmatif yang terukur, pelayanan publik yang sederhana dan aman, pembiayaan inklusif 

tanpa ketergantungan mutlak pada agunan konvensional, penjaminan kredit, subsidi bunga 

yang tepat sasaran, pendampingan usaha berkelanjutan, perlindungan terhadap kontrak dan 

transaksi digital, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif. Penguatan 

kelembagaan juga harus diwujudkan melalui koordinasi antara kementerian/lembaga, 

pemerintah daerah, lembaga keuangan, penjamin kredit, koperasi, inkubator bisnis, 

BUMN, platform digital, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Keberhasilan 

sistem tersebut harus diukur dengan prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat atau 

APKM, sehingga perempuan tidak hanya tercatat sebagai penerima kredit atau peserta 

pelatihan, tetapi benar-benar berpartisipasi dalam kebijakan, mengendalikan keputusan 

usahanya, serta menerima manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan. 

 

Saran  

 
1. SARAN NORMATIF 

a) Menyusun dan memperkuat regulasi pelaksana yang memberikan 

perlindungan afirmatif bagi perempuan pelaku UMKM. 

b) Menetapkan standar minimum layanan UMKM yang responsif gender dalam 

perizinan, pembiayaan, pengembangan kapasitas, legalitas dan sertifikasi 

produk, digitalisasi, promosi, serta akses pasar. 

c) Mewajibkan analisis gender dan penggunaan data terpilah dalam 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi program UMKM. 

d) Membentuk atau menyempurnakan peraturan daerah yang responsif gender 

sesuai hambatan dan karakteristik daerah. 

e) Menetapkan prinsip APKM akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sebagai 

instrumen wajib dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan 

UMKM. 

f) Menetapkan kewajiban bagi lembaga keuangan untuk menyediakan 

pembiayaan yang berbasis kelayakan usaha dan responsif terhadap 

kebutuhan perempuan pelaku UMKM. 

g) Menetapkan kerangka koordinasi lintas sektor dan layanan terpadu bagi 

perlindungan UMKM perempuan. 

h) Mewajibkan pencantuman variabel gender substantif dalam Sistem Informasi 

Kewirausahaan Nasional dan basis data pemerintah. 

i) Menetapkan kewajiban pelindungan data pribadi perempuan pelaku UMKM 

dalam pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, dan pertukaran data. 
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j) Mewajibkan pengawasan periodik dan evaluasi berbasis dampak terhadap 

kebijakan serta program perlindungan UMKM perempuan. 

k) Mewajibkan pertanggungjawaban institusi atas pemenuhan hak ekonomi 

perempuan, termasuk keterbukaan hasil pelaksanaan dan evaluasi program. 

 

2. SARAN IMPLEMENTATIF 

a) Mengidentifikasi dan menangani hambatan lokal, termasuk keterbatasan 

transportasi, internet, biaya tempat usaha, norma sosial, dan jaringan 

pemasaran. 

b) Menerapkan APKM untuk mengukur akses perempuan terhadap layanan, 

partisipasi dalam pengambilan keputusan, kontrol atas sumber daya, dan 

manfaat ekonomi yang diterima. 

c) Mengumpulkan, memperbarui, dan menggunakan data terpilah 

berdasarkan jenis kelamin, sektor usaha, lokasi, skala usaha, usia, 

disabilitas, dan kondisi sosial-ekonomi.  

d) Mengembangkan pembiayaan dengan penilaian berbasis arus kas, catatan 

transaksi, rekam pembayaran, pesanan pelanggan, aktivitas penjualan 

digital, keanggotaan kelompok usaha, dan keberlanjutan usaha. 

e) Menyelenggarakan subsidi bunga, penjaminan kredit, penyederhanaan 

administrasi, pendampingan pembukuan, edukasi kontrak dan biaya 

pinjaman, serta mekanisme pengaduan pembiayaan. 

f) Menyelenggarakan pelatihan, inkubasi, dan pendampingan usaha yang 

berkelanjutan, termasuk pelatihan hibrida atau berbasis komunitas, 

pendampingan pascapelatihan, dan dukungan pengasuhan apabila 

diperlukan. 

g) Memperkuat literasi digital, keamanan siber, pelindungan data pribadi, dan 

kapasitas pengelolaan transaksi pada platform digital. 

h) Membangun layanan terpadu yang menghubungkan pendataan, legalitas, 

pembiayaan, penjaminan, pelatihan, sertifikasi, pendampingan, akses 

pasar, digitalisasi, pelindungan konsumen, dan bantuan hukum usaha. 

i) Memperkuat Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional serta basis data 

pemerintah dengan data mengenai kepemilikan dan pengelolaan usaha, 

kebutuhan modal, penolakan kredit, pelatihan, teknologi, pendapatan, 

keberlanjutan usaha, dan kendali atas aset atau keuntungan. 

j) Melibatkan inspektorat, legislatif, lembaga pengawas keuangan, 

akademisi, organisasi perempuan, komunitas UMKM, koperasi, dan 

penerima manfaat dalam pengawasan. 

k) Mengukur dampak program melalui indikator akses pembiayaan, 

kapasitas mengambil keputusan ekonomi, keamanan transaksi, perluasan 

pasar, keberlanjutan usaha, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan 

perempuan. 

l) Menggunakan hasil pengawasan dan evaluasi untuk memperbaiki desain 

program, menetapkan prioritas anggaran, dan meningkatkan akuntabilitas 

penyelenggara. 
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